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SUKOHARJO. 2017. Program Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas 
Sebelas Maret Surakarta. 
Sertipikat hak atas tanah adalah tanda bukti yang terdiri dari salinan buku 
tanah dan surat ukur dan dijilid menjadi satu yang dikeluarkan oleh Badan 
Pertanahan Nasional. Sertipikat hak atas tanah merupakan alat bukti kepemilikan 
hak atas tanah yang kuat bagi pemegang hak atas tanahnya. Sertipikat ganda 
adalah satu bidang tanah yang diuraikan dalam dua sertipikat tanah atau lebih 
yang berlainan datanya. Sertipikat ganda membawa dampak ketidakpastian 
hukum, sehingga tidak jarang terjadi sengketa diantara para pihak bahkan sampai 
ke Pengadilan. Salah satu contoh yaitu kasus tumpang tindih sertipikat hak atas 
tanah yang diselesaikan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara antara sertipikat 
Hak Guna Bangunan No.80 dengan 3 (tiga) sertipikat tanah, yaitu sertipikat Hak 
Milik No.831, Hak Milik No.2388, dan Hak Milik No.2389 yang terjadi di Desa 
Pondok, Grogol, Sukoharjo, yang telah dilakukan dua kali penerbitan sertipikat 
hak atas tanah oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo. 
Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor 
penyebab sertipikat ganda di Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo, dan untuk 
mengetahui bentuk pertangggungjawaban Kantor Pertanahan Kabupaten 
Sukoharjo terhadap timbulnya penerbitan sertipikat ganda. 
Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris. Ciri utama 
penelitian hukum yuridis empiris adalah adanya kontradiksi, sehingga berakibat 
kesenjangan antara apa yang diharapkan dengan keadaan yang sebenarnya, yaitu 
kesenjangan antara teori dengan fakta hukum. 
Dari hasil penelitian diketahui bahwa sertipikat ganda yang terjadi karena 
adanya tumpang tindih sertipikat hak atas tanah antara sertipikat Hak Guna 
Bangunan No.80 dengan 3 (tiga) sertipikat tanah yaitu sertipikat Hak Milik 
No.831, Hak Milik No.2388, dan Hak Milik No.2389 disebabkan karena adanya 
peta pendaftaran yang belum lengkap/belum terbentuk, Faktor manusianya yang 
disebabkan karena human error yaitu ketidakcermatan dan ketidaktelitian Kantor 
Pertanahan Kabupaten Sukoharjo dalam memeriksa data fisik dan data yuridis 
akan tanah tersebut, adanya administrasi yang tidak benar dari Aparat Kepala 
Desa/Kantor kelurahan. Bentuk tanggungjawab Kantor Pertanahan Kabupaten 
Sukoharjo terhadap timbulnya penerbitan sertipikat ganda adalah dengan 
melaksanakan putusan Pengadilan atas pembatalan sertipikat hak atas tanah yang 
telah mempunyai kekuatan hukum tetap berdasarkan ketentuan yang diatur dalam 
Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik 
Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan. 
 





Lisa Nurita Putri. S351502019. THE FACTORS CAUSE DOUBLED 
CERTIFICATE/OVERLAPPING IN THE NATIONAL LAND AGENCY OF 
SUKOHARJO DISTRICT. 2017. The Graduate Program in Notary The Faculty 
of Law in Sebelas Maret University Surakarta. 
Land Title Deeds is a prove issued by National Land Agency which 
contain the copy of land records and survey certificate bound together.Land title 
deed is a strong evidence of ownership of land. Multiple certificate means that 
one piece of land with two (or even more) different data of land title deed. It leads 
to uncertainty of law, hence dispute between people is not scarce, and they even 
dragged it to the court.There was this one case, overlapped land title deed which 
was resolved through Administrative Court between Land Use Rights Certificates 
No. 80 with 3 (three) Land Use Rights Certificates, that is Land Use Rights 
Certificates No. 831, Land Use Rights Certificates No.2388, and Land Use Rights 
Certificates No. 2389. It was happened in Pondok, Grogol, Sukoharjo with two 
different issuance of Land Title Deed issued by National Land Agency of 
Sukoharjo. 
The purpose of the study is to know and analyze the factors behind the 
multiple certificates/overlapping in The National Land Agency of Sukoharjo 
District, and to know the responsibility of The National Land Agency of Sukoharjo 
District against multiple certificate issuance. 
The research method is empirical jurisdiction. Traits of juridical empirical 
legal research is the presence of contradictions, so that the resulting gap between 
dass sollen (the Expected) with dass sein (The actual situation), the gap between 
theory and legal facts. 
It can be known from the results of the research that the multiple 
certificate dispute happened because it overlapped one another between Land Use 
Rights Certificates No. 80 with 3 (three) Land Use Rights Certificates, that is 
Land Use Rights Certificates No. 831, Land Use Rights Certificates No.2388, and 
Land Use Rights Certificates No. 2389, due to their incomplete/not complete 
registration map, human factor caused by human error, any unjustifiable 
administration of Apparatus village chief /village offices, as well as their 
carelessness and recklessness of National Land Agency of Sukoharjo District in 
examining the physical data and juridical data of that land. The National Land 
Agency of Sukoharjo District responsibility is shown in the form of implementing 
the Court's verdict on revoking The Land Use Rights Certificate which has been 
rendered as legally binding based on Regulation of the State Minister of Agrarian 
/ Head of National Land Agency of the Republic of Indonesia Number 11/2016 on 
the Settlement of Land Case. 
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